BAB V
PENUTUP

Penelitian ini menjelaskan tentang peristiwa tindak pidana perdagangan orang
khususnya yang terjadi di Indonesia, berikut beberapa masalah hukum yang muncul
akibat adanya inkonsistensi sebuah peraturan yang mempunyai hubungan hukum
dengan perlindungan anak. Fokus penelitian yang pertama yaitu dengan
menganalisis penafsiran hakim dalam suatu Putusan Pengadilan Negeri Sampang
yang memutuskan untuk mengecualikan pengertian anak menurut Undang-Undang
Perlindungan Anak dan mengakibatkan pelaku tidak terbukti melakukan kekerasan
terhadap anak sehingga pelaku tidak dihukum dengan pasal anak dan korban tidak
mendapatkan pendampingan selayaknya anak pada umumnya.

Fokus penelitian yang kedua yaitu menganalisis akibat hukum yang dapat
timbul dari putusan tersebut, misalnya terhadap pengertian anak menurut Undang-
Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sebab, pembuat
undang-undang memberikan definisi yang sama tentang anak baik dalam Undang-
Undang Perlindungan Anak maupun Undang-Undang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang. Tujuannya supaya ada kepastian hukum bagi korban

perdagangan orang khususnya anak yang pernah kawin.
A. KESIMPULAN

1. Untuk menarik kesimpulan dari rumusan masalah pertama, penulis
melakukan penelusuran hukum terhadap peraturan perundang-undangan
yang menjelaskan tentang anak, selain itu penulis juga membandingkan
metode penafsiran hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Sampang
dengan metode penafsiran lain seperti, metode penafsiran gramatikal,
penafsiran sistematis, penafsiran historis dan penafsiran sosiologi. Sehingga
hasilnya :

1.1. Masih terdapat inkonsistensi dalam peraturan perundang-undangan di
Indonesia mengenai kedewasaan. Hal ini tentu menimbulkan akibat

hukum baik di bidang hukum privat maupun hukum publik. Pertama
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1.2.

undang-undang mengatur bahwa status dewasa dapat diperoleh
dengan melewati usia tertentu. Kedua undang-undang mengatur
bahwa kedewasaan juga dapat diperoleh dengan menikah, sehingga
pernikahan yang dilakukan oleh anak dibawah umur menyebabkan
hilangnya status anak pada dirinya. Secara umum usia dewasa
menggambarkan kecakapan seseorang untuk bertindak dalam lalu
lintas hukum, khususnya dibidang hukum perdata. Artinya
kepentingan hukum privat yang diutamakan karena lebih
memperhatikan kebutuhan pribadinya. Sedangkan dalam aspek
hukum publik kepentingan perlindungan anak jadi terabaikan.
Misalnya pada proses peradilan, undang-undang telah mengatur
bahwa dalam menangani kasus anak ada kekhususan-kekhususan
yang diberikan karena kepribadian anak berbeda dengan orang
dewasa. Kekhususan itu muncul mulai dari proses penyidikan sampai
dengan proses persidangan dan pasca pembacaan putusan. Status
dewasa pada anak yang menikah sangat merugikan kepentingan
perlindungan anak khususnya secara publik.

Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 125/Pid.B/2015/PN Spg.
tidak tepat karena tidak ada satupun metode penafsiran yang cocok
dengan hasil putusan hakim. Setelah dilakukan analisis hukum,
ditemukan bahwa hakim telah keliru mengaplikasikan undang-
undang. Putusan hakim didasarkan pada metode penafsiran sistematis
tetapi hasil putusannya membingungkan. Alasannya karena tindakan
hakim yang menggunakan pengertian anak menurut Keputusan
Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention On
the Rights of the Child dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
Tentang Hak Asasi Manusia tidak berdasar sebab, dasar hukum
pengertian anak sudah dijelaskan dalam Undang-Undang
Perlindungan Anak dan hakim tidak perlu mencari pengertian anak
diluar peraturan yang menjadi dasar tuntutan. Kecuali jika peraturan

yang menjadi dasar tuntutan tidak mengatur definisi anak maka hakim
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2.

dapat mencari definisi anak dalam peraturan lain yang sejenis karena
merupakan kesatuan sistem hukum. Kemudian secara hirarki
perundang-undangan, Keputusan Presiden tingkatannya berada di
bawah Undang-Undang. Jika hakim ingin mencari peraturan lain,
seharusnya hakim menggunakan undang-undang lain yang sejenis
bukan Keputusan Presiden. Selain itu berdasarkan asas lex posterior
derogat legi priori definisi anak dalam Keputusan Presiden Nomor 36
Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention On the Rights of the
Child dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi
Manusia bukan definisi yang kuat jika dibandingkan dengan definisi
anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang lebih baru dan
relevan pada situasi saat ini.

Untuk menarik kesimpulan dari rumusan masalah kedua, penulis melakukan

penelusuran hukum tentang perlindungan anak serta menganalisis definisi

anak di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan

Orang untuk mengetahui maksud pembuat undang-undang. Sehingga

hasilnya :

2.1. Padahakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai
macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial,
dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus
dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi
kondisinya.  Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk
menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup,
tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan
harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi. Dalam melakukan perlindungan anak
diperlukan peran negara, orangtua, keluarga dan masyarakat, baik
melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga
swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial,

dunia usaha, media massa, bahkan lembaga peradilan.
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2.2.

2.3.

Perdagangan orang (trafficking in person) diklasifikasikan sebagai
bentuk kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) karena merupakan
perbuatan yang melanggar dan merendahkan hak asasi manusia
(HAM). Hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia
dikesampingkan, manusia hanya dianggap sebagai objek yang
ditujukan untuk memenuhi kepentingan sepihak saja, karenanya
tindakan perdagangan orang juga disebut sebagai perbudakan modern.
Indonesia merupakan pemasok perdagangan anak dan wanita terbesar
di Asia Tenggara. Pencegahan trafficking di bidang hukum, dilakukan
dengan mensahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Pada Bab
Penjelasan Umum tentang pengertian anak dalam Undang-Undang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang secara eksplisit
tidak membedakan antara anak yang pernah kawin dan belum kawin.
Pembuat undang-undang tidak menghakimi anak dari status
kawinnya. Artinya undang-undang tersebut menganggap semua orang
yang berusia di bawah 18 tahun adalah anak-anak.

Pembuat undang-undang telah menyadari bahwa perlu ada perubahan
pada definisi anak, karena definisi yang lama menyebabkan
terabaikannya kepentingan perlindungan anak dan sudah tidak sesuai
dengan situasi kemasyarakatan saat ini. Pada Undang-Undang Nomor
4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak status anak masih
mempertimbangkan perkawinan artinya anak yang pernah kawin
dipersamakan dengan orang dewasa. Sedangkan dalam undang-
undang yang baru misalnya Undang-Undang Perlindungan Anak,
Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2007 pernikahan tidak menjadi pertimbangan
hapusnya status anak artinya semua orang yang berusia di bawah 18
tahun adalah belum dewasa. Maka dari itu penggunaan pasal anak
dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan

orang memang ditujukan pada setiap orang yang belum dewasa tanpa
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menghakimi status kawinnya. Kepastian ini dibuktikan dengan tidak
adanya pengecualian menikah dalam Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang

Nomor 21 Tahun 2007 tentang pengertian anak.

B. SARAN

Berikut beberapa saran yang perlu disampaikan untuk menurunkan angka

tindak pidana perdagangan orang dan memaksimalkan upaya perlindungan anak :

1. Aparat penegak hukum harus bisa memisahkan antar kepentingan hukum
dari kedewasaan murni dan kedewasaan yang dicapai lebih cepat. Karena
kedewasaan yang diperoleh dengan menikah memiliki akibat hukum lain
dari sisi publik dan privatnya. Orang yang berusia di bawah 18 tahun dan
menikah mendapatkan kedewasaannya secara tiba-tiba, karena sebenarnya
pribadinya masih anak-anak dan belum bisa berdiri sendiri. Jika ia dianggap
dewasa, secara hukum publik status ini merugikan kepentingan
perlindungan anak karena hak istimewa yang dia dapatkan selama masih
anak-anak akan gugur.

2. Telah adanya perubahan pendirian pembuat undang-undang dalam
mendefinisikan usia dewasa di Indonesia, harus diketahui dan dipahami
maknanya oleh semua aparat hukum. Hal ini bertujuan untuk menghindari
adanya perbedaan tafsiran antar aparat penegak hukum yang berpotensi
merugikan kepentingan perlindungan anak. Aparat hukum harus
mempertimbangkan aturan yang diundangkan paling baru dan
menguntungkan sesuai dengan asas lex posterior derogat legi priori karena
aturan tersebut lebih sesuai dengan situasi masyarakat sekarang.

3. Korban perdagangan orang biasanya berasal dari keluarga yang kurang
mampu dan tidak sekolah. Sehingga pengetahuan tentang pentingnya
pencatatan kelahiran tidak menjadi perhatian. Padahal akta kelahiran adalah
dokumen penting bagi setiap orang. Dokumen tersebut merupakan bukti
awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki anak.

Dengan akta kelahiran, seorang anak memiliki bukti secara hukum sebagai
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ahli waris yang sah dan seorang anak bisa mengetahui siapa orangtuanya
yang sah menurut hukum negara. Maka dari itu pemerintah punya
kewajiban melakukan sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan
kelahiran. Hal ini merupakan salah satu tindakan pencegahan dini, dari
terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Sebab, orang tanpa tanda
pengenal yang memadai lebih mudah menjadi korban trafficking karena
usia dan kewarganegaraan mereka tidak terdokumentasi. Sehingga pelaku
dapat melakukan aksinya tanpa khawatir karena identitas korban tidak

mudah terlacak.
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